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PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Bhn
P\ (Y -
@E“”M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinar Gunung, 02 Desember 2000,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX XXXXXX
XXXXXX,  XXXXXXXXK XXXXK XXXXXX,  XXXXXXXXX
XXXX, XXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat Email : xxxxxxxxxxsi455@gmail.com.,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 November 1997, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan ..., tempat
kediaman diKOTA BENGKULU., selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Desember
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari
Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor
259/Pdt.G/2024/PA.Bhn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :
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1.
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret
2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17041110320230001,
tanggal 11 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, XXXXXXXXX XXXX, pada
saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan
Muara Sahung, Kabupaten Kaur, selama 2 bulan, setelah itu pindah ke
rumah milik orang tua Penggugat di Jl.Sadang VI, NO.13 RT.19, RW.03,
Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, selama 3 bulan,
terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Masagus
Keenan Al Ghifari bin Noviansyah Fadly, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 24
Agustus 2023, berumur 1 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama
Penggugat;

4.--Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5.Bahwa, sejak 20 September 2023 sampai dengan 20 Desember 2023
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6.---------- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan
wanita idaman lain, Tergugat sering tidak jujur dengan hutang piutang
Tergugat, Tergugat sering bermain judi Online, dan Tergugat melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, serta

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

7.------- Bahwa, pada 20 Desember 2023, terjadilah puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat
itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menggadaikan motor
milik adik kandung Penggugat, tanpa sepengetahuan ayah Penggugat, dan
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Tergugat berjanji untuk mempertanggung jawabkan tagihan setiap bulannya
dari gadaian motor tersebut, tetapi Tergugat tidak membayar motor tersebut
sampai motor tersebut ditarik oleh lessing, dari peristiwa tersebut tidak ada
pertanggungwaban dari Tergugat, selanjutnya hal tersebut diketahui oleh
ayah Penggugat, sehingga terjadilah keributan, kemudian Tergugat
menyampaikan keinginan Tergugat untuk berpisah, akhirnya Penggugat
tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXK  XXXXX  XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat pulang
kerumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXX XXXXX XX, XXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, Kota Bengkulu, dan sejak saat itu pula
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini
telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, dan selama berpisah
tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
kembali;

8.------ Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9.----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10.------------ Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat,
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11.------- Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di
atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Noviansyah Fadly
bin MGS.M.Khoirudin alias MGS.M.Khoiruddin) terhadap Penggugat
(Desi Sartika Sari binti Syahrul);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan
tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan
Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.
sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Bhn
tanggal 18 Desember 2024,

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024,
menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan
Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas
pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.
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Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali
rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk
memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan
Penggugat dengan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk
mediator guna mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam
membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, sehingga
Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan
gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal
271 Reglement op de Rechtvordering (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim
menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut maka semua yang
ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti
sebelum diajukannya gugatan (restitutio in integrum) sebagaimana ketentuan
pasal 272 poin 1 Ry;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Ry;
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Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
259/Pdt.G/2024/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 2024 Hijriyah, oleh kami M. Mustalgiran T,
S.H.l, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Evi Yati, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

TTD

M. Mustalgiran T, S.H.l, M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Evi Yati, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp30.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai - Rp10.000,00
Jumlah : Rp200.000,00
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(dua ratus ribu rupiah).
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